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BAB X 

PENUTUP 

 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi 

dan misi Kepala Daerah (Bupati) yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, 

kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan prioritas program daerah, diserta dengan 

rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. 
 

RPJMD tidak saja menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama periodesai 2010 - 2014, tetapi juga dijadikan 

pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan 

bahan dasar penyusunan RAPBD serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, agar 

sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran kerangka visi, misi dan program Kepala Daerah, juga dijadikan bahan 

evaluasi dan pelaporan kinerja kepempinan daerah kabupaten Lombok Barat selama kurun 

waktu 2010 -2014. 
 

 

Disamping itu RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

program – program pembangunan serta bagi lembaga DPRD dalam mengakomodasikan 

aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah 

bersama DPRD bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis 

Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tugas pokok dan 

fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, 

menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan per Undang – Undangan 

yang berlaku. 
 

 

Pemerintah Daerah dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh – sungguh 

memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 

5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat 

dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Lombok Barat sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin. Oleh 

karena itu, maka perlu didukung oleh : 

1. Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah. 

2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah. 
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3. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

4. Partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kepentingan secara aktif, 

kreatif dan positif. 

5. Mendapat perhatian dengan sungguh – sungguh oleh para pemangku kepentingan dalam 

berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara transparansi, akuntabel dan 

partisipasi dalam rangka pencapaian visi pembangunan. 

 

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan dalam 

mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 -2014, antara lain 

adalah : 

1. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya 

berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui 

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik – baiknya. 

2. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga – lembaga lokal non pemerintah 

ataupun lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melaksanakan 

kegiatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, serta semua komponen masyarakat dalam 

berbagai bentuk partisipasinya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam 

rangka menyelaraskan dan menjamin konsistensi dan kohesi terhadap RPJMD kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2010 – 2014. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat dan seluruh jajaran 

pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama – sama mendukung 

konsistensi implementasi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2010 – 2014. 

4. Guna memperkuat implementasi RPJMD secara opersional maka diperlukan kerangka 

regulasi teknis yang mengatur proses implementasi penjabaran RPJMD ke dalam 

Rencana Strategis SKPD dan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan.  

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2010 – 2014 dan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, diselenggarakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan.  

 

 

BUPATI LOMBOK BARAT 
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